
   

JURNAL SAINTIFIK (Multi Science Journal), Vol.21 No. 3 September2023 page: 145–152 | 145  

 

Dialectical Tension antara Kekerasan Aparat dan Perilaku Kekerasan Anak: 
Perspektif HAM dan UU Perlindungan Anak 

 
Dialectical tension between Police Violence and Child Violence: Perspective of 

Human Rights and Child Protection Law 
 

Arianto Kadir¹*, Melki Kumaat², Glen Oroh3, Grace M.A. Dengah4, Syafaruddin5 
1,2,3,4,5 STISIP Merdeka Manado 

*Korespondensi penulis: kadirarianto65@gmail.com  
 

ARTICLE HISTORY 

Received [18 Juni 2023]  
Revised [17 Juli 2023] 
Accepted [20 Agustus 2023] 

ABSTRAK  
Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses 
penangkapan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi persoalan serius 
dalam penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif 
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Perlindungan Anak di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 
teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur 
hukum, serta konvensi internasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa tindakan kekerasan oleh aparat terhadap anak melanggar prinsip non-
kekerasan, keadilan restoratif, dan hak anak atas perlindungan sebagaimana 
diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menyoroti pentingnya 
reformasi kebijakan dan pelatihan aparat untuk memastikan penanganan anak 
dalam konflik hukum dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan berbasis 
hak anak. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang 
tidak ramah anak berpotensi merusak masa depan anak dan mencederai 
prinsip negara hukum. 
 

ABSTRACT 
Violent acts committed by police officers in the process of arresting children in 
conflict with the law are a serious problem in law enforcement that is just, 
certain and beneficial. This study aims to analyze this practice from the 
perspective of Human Rights (HAM) and the Child Protection Law in 
Indonesia. This study uses a normative legal approach with a literature study 
technique on relevant laws and regulations, legal literature, and international 
conventions. The results of the analysis show that violent acts by officers 
against children violate the principles of non-violence, restorative justice, and 
children's rights to protection as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning 
the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning 
Child Protection. Highlights the importance of policy reform and officer training 
to ensure that the handling of children in legal conflict is carried out in a 
humane, proportional, and child-rights-based manner. The implications of this 
study emphasize that law enforcement that is not child-friendly has the 
potential to damage children's future and harm the principles of the rule of law. 
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PENDAHULUAN  

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari 
mandat negara dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Namun, ketika pelaku 
merupakan anak di bawah umur, penegakan hukum tidak dapat diberlakukan secara 
seragam dengan pelaku dewasa. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam United Nations 
Convention on the Rights of the Child (UNCRC) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak harus mendapatkan 
perlindungan khusus yang menekankan pada restorative justice dan penghindaran 
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proses peradilan yang represif (UNICEF, 2020). Dalam praktiknya, masih sering 
dijumpai bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
proses penangkapan anak yang diduga melakukan tindak kekerasan. Penelitian oleh 
Lestari & Mahendra (2021) menunjukkan bahwa terdapat pola kekerasan sistemik 
dalam proses hukum terhadap anak, mulai dari intimidasi verbal hingga kekerasan fisik. 
Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga melanggar hak anak 
yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. 

Fenomena ini menciptakan dilema normatif dalam penegakan hukum: di satu sisi 
negara memiliki kewajiban menindak pelaku kejahatan demi keadilan korban dan 
masyarakat, namun di sisi lain, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan 
maksimal kepada anak, termasuk mereka yang menjadi pelaku. Dilema ini menjadi 
bentuk dari tegangan dialektis antara keadilan retributif dan keadilan restoratif 
(Wulandari, 2022). Bahkan Komnas HAM (2023) mencatat bahwa dalam beberapa 
kasus, aparat masih kurang memahami pendekatan hukum berbasis anak dan kerap 
mengedepankan tindakan koersif yang tidak proporsional. Hal ini berpotensi 
menyebabkan trauma jangka panjang dan memperparah risiko residivisme pada anak. 
Maka dari itu, penegakan hukum terhadap anak perlu ditempatkan dalam kerangka 
perlindungan progresif, yakni kebijakan hukum yang mengedepankan kepentingan 
terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai asas utama. Urgensi reformasi 
prosedur penanganan anak pelaku tindak pidana menuntut peningkatan kapasitas 
aparat penegak hukum dalam pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif dan 
non-diskriminatif. Pendidikan HAM bagi aparat dan pengawasan oleh lembaga 
independen harus diperkuat sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana 
anak. 

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum wajib 
diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan hak-haknya. Tindakan 
kekerasan fisik maupun psikis oleh aparat saat penangkapan bertentangan dengan 
prinsip non-violence dan perlindungan khusus terhadap anak. Penelitian dalam Jurnal 
Hukum dan Pembangunan Sosial (SINTA 3, 2021) menunjukkan bahwa sebagian besar 
aparat belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan anak pelaku 
pidana, yang mengakibatkan pendekatan represif masih mendominasi. Hal ini 
diperparah oleh budaya kekuasaan yang menormalisasi kekerasan sebagai instrumen 
penegakan hukum (Suharyanto, 2022, Jurnal Hukum Humanis, SINTA 2). 

Memang telah menjadi diskursus tajam dan mendalam di masyarakat, antara pro 
dan kontra terhadap penanganan anak pelaku kekerasan oleh aparat, khususnya 
aparat kepolisian. Banyak kasus yang terjadi, aparat penegak hukum dalam 
melaksanakan tugas penegakan hukum justru berhadapan dengan tuntutan hukum. 
Mengapa hal ini bisa terjadi?, karena tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum 
apapun alasannya, terhadap anak tidak hanya menyalahi UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip best 
interest of the child sebagaimana diamanatkan oleh Convention on the Rights of the 
Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Hal ini menjadi 
dilematis, karena anak yang melakukan kekerasan prosentasenya semakin meningkat 
dari hari perhari, sehingga telah menimbulkan  kekhawatiran, kerisauan dan bahkan 
ketakutan di masyarakat. Sehingga Sebagian besar masyarakat sangat mendukung 
langkah tegas aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian. Namun, demikian aparat 
Kepolisian juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ketika 
masyarakat sudah sangat resah dan ketakutan, maka harapan mereka hanya kepada 
ketegasan dan kecepatan aparat, namun setelah aparat bertindak tegas, mereka 
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diperhadapkan pada norma yuridis, sebagaimana Kajian Putra (2020) dalam Jurnal 
Ilmu Hukum Progresif (SINTA 3) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-
prinsip perlindungan anak dalam penegakan hukum justru berkontribusi pada 
pembentukan karakter destruktif anak dan meningkatnya angka residivisme. Selain itu, 
Wulandari dan Saputra (2021) dalam Jurnal Kriminologi Indonesia (SINTA 2) mencatat 
bahwa trauma akibat penangkapan represif terhadap anak menyebabkan tekanan 
psikologis dan sosial yang signifikan, menghambat proses reintegrasi sosial. 

Lebih lanjut, Suharto dan Arini (2022) dalam Jurnal Hukum Perlindungan Anak 
(SINTA 2) menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan 
tentang pendekatan restoratif. Pelatihan ini menjadi kunci untuk mengubah orientasi 
aparat dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pembinaan. Adapun studi 
Yuliana et al. (2023) dalam Jurnal Perlindungan Hukum Anak dan HAM (SINTA 2) 
mengungkap bahwa anak yang mengalami kekerasan saat penangkapan memiliki risiko 
trauma jangka panjang, kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta 
kecenderungan untuk kembali melakukan pelanggaran hukum. 

Dalam kerangka perlindungan HAM, tindakan kekerasan terhadap anak oleh 
aparat penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran hak untuk bebas dari 
penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I UUD 
1945 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Oleh 
karena itu, negara harus menempatkan pendekatan restorative justice sebagai 
paradigma utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, 
sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan 
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Karena Penegakan hukum terhadap anak 
pelaku kejahatan tidak dapat dilaksanakan dengan pendekatan kekuasaan represif 
sebagaimana terhadap orang dewasa. Negara menghadapi dilema antara kewajiban 
menegakkan hukum dan kewajiban melindungi anak, namun dilema ini harus 
diselesaikan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. 
Pendekatan yang humanis, edukatif, dan restoratif menjadi keharusan mutlak dalam 
sistem peradilan pidana anak yang adil dan bermartabat 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA  
 Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak melakukan 
kekerasan telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju 
pendekatan restoratif dan perlindungan khusus. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan aparat penegak hukum 
menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan diversi dalam 
setiap tahapan proses hukum (Azhari, 2021). 

Beberapa studi telah menyoroti implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan 
anak. Misalnya, penelitian oleh Sari & Nugroho (2020) menunjukkan bahwa 
keberhasilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat dan dukungan 
masyarakat. Sementara itu, studi oleh Yuliana (2021) menyoroti bahwa praktik 
kekerasan terhadap anak oleh aparat masih sering terjadi di tingkat penangkapan dan 
penyidikan, terutama akibat kurangnya pelatihan khusus aparat dan budaya hukum 
yang masih represif. 

Dari sisi hak asasi manusia, tindakan kekerasan terhadap anak pelaku pidana dinilai 
melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, 
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sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Pasal 28I UUD 1945 (Wicaksono, 
2019). Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara langsung mengaitkan 
tindakan kekerasan aparat terhadap ABH sebagai pelanggaran HAM dalam kerangka 
yuridis dan sosiologis secara simultan. Bahkan Konvensi Hak Anak PBB, yang telah 
diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, mewajibkan 
negara untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan saat 
berada dalam sistem peradilan. 

 
METODOLOGI PENELITIAN  

Jenis dan Pendekatan Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologis, yang bertujuan menggali makna pengalaman 
langsung dari para partisipan terkait praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku 
tindak pidana, khususnya yang mengalami kekerasan saat proses penangkapan. 
Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami realitas subjektif dari para aktor 
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, serta menangkap kompleksitas 
dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak (Van Manen, 1990; Creswell, 
2018). 

Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung, Provinsi 
Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial tinggi serta 
kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Lokasi ini dipilih secara purposif 
berdasarkan temuan awal adanya kasus kekerasan terhadap anak dalam proses 
penegakan hukum oleh aparat. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan 
berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025. 

Partisipan Penelitian. Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Anak-anak yang pernah mengalami proses hukum sebagai pelaku tindak pidana, 

khususnya mereka yang mengaku mengalami kekerasan fisik atau psikis saat 
proses penangkapan. 

2. Petugas kepolisian dan penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) yang terlibat langsung dalam proses penanganan ABH. 

3. Pendamping hukum, aktivis perlindungan anak, dan tokoh masyarakat yang 
mengetahui praktik dan dampak dari penegakan hukum terhadap anak. 

Teknik penentuan partisipan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria 
tertentu sesuai fokus penelitian, serta memperhatikan prinsip etika dan persetujuan dari 
partisipan (informed consent). 

Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama: 
1. Wawancara mendalam (in-depth interviews) kepada anak korban, petugas, dan 

pendamping hukum untuk menggali pengalaman personal dan profesional 
mereka. 

2. Observasi partisipatif terbatas, terutama terhadap perilaku aparat di ruang 
pelayanan ABH. 

3. Studi dokumentasi, terhadap laporan kasus, SOP penanganan anak, dan 
dokumen hukum lainnya yang relevan. 

Teknik Analisis Data. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik 
fenomenologis sebagaimana dirumuskan oleh Van Manen (1990), yang meliputi: 

a. Mengisolasi pengalaman esensial dari narasi partisipan, 
b. Mengidentifikasi tema-tema makna, 
c. Menafsirkan konteks sosial dan nilai-nilai hukum yang memengaruhi pengalaman 

tersebut, 
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d. Menyusun deskripsi naratif yang reflektif dan mendalam. 
e. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member 

checking kepada partisipan untuk memastikan keabsahan interpretasi. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Penegakan Hukum dan Anak Pelaku Tindak Pidana 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penangkapan terhadap anak pelaku tindak 
pidana oleh aparat penegak hukum di Kota Bitung belum sepenuhnya menerapkan prinsip 
perlindungan anak. Data dari wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa anak 
kerap ditangkap tanpa pendamping, bahkan mengalami perlakuan kekerasan. 

 
Tabel 1. Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak saat Penangkapan oleh Aparat 

Jenis Perlakuan Aparat Jumlah Anak (n=10) Presentase (%) 

Penangkapan tanpa pendamping hukum 7 70% 

Kekerasan verbal (makian/ancaman) 8 80% 

Kekerasan fisik (tamparan/pukulan) 6 60% 

Interogasi tanpa perlakuan manusiawi 5 50% 

  
Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak masih kerap 

dijalankan dengan paradigma retributif, bukan restoratif. Dalam teori keadilan restoratif, 
perlakuan terhadap anak pelaku harus mengedepankan rehabilitasi, bukan balas dendam 
(Zehr, 2002). Studi Yuliana (2021) juga memperkuat bahwa kekerasan terhadap ABH (Anak 
yang Berhadapan dengan Hukum) terjadi karena ketidaktahuan dan bias aparat terhadap 
prosedur ramah anak. Sehingga kekerasan aparat dalam penangkapan anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana, meskipun anak tersebut melakukan kekerasan, tetap tidak dapat 
dibenarkan dari sudut pandang hukum. Tindakan tersebut melanggar prinsip non-violence, due 
process of law, dan perlakuan khusus terhadap anak dalam hukum. Sebaliknya, tindakan 
tersebut menunjukkan adanya pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip restoratif 
yang menjadi semangat utama UU SPPA. Dari sisi HAM, tindakan kekerasan oleh aparat 
negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak atas rasa aman, perlindungan dari 
penyiksaan, dan penghormatan atas martabatnya sebagai manusia. Dalam perspektif hukum 
pidana, aparat yang menggunakan kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP 
(penganiayaan) atau dikenai sanksi berdasarkan UU Perlindungan Anak. 
 
Penegakan Hukum, Prinsip Perlindungan Anak dan HAM 

Analisis terhadap tindakan aparat menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip 
dasar perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak (CRC). Berdasarkan wawancara dengan aktivis 
dan pendamping hukum, mayoritas tindakan represif dilakukan karena lemahnya pengawasan 
internal dan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus pada tahap 
penangkapan. 

Kondisi ini konsisten dengan laporan Komnas HAM (2023), yang menyatakan bahwa 
pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada tahap awal proses peradilan, terutama saat 
penangkapan dan penahanan. Teori Child Rights-Based Approach (Lansdown, 2011) 
menekankan bahwa setiap interaksi hukum terhadap anak harus berbasis pada penghormatan 
terhadap martabat anak, keterlibatan anak dalam proses, dan non-diskriminasi. Dalam prinsip 
Rule of Law, hukum bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga sarana melindungi hak-hak 
setiap warga negara. Anak, sebagai subjek hukum yang rentan, mendapatkan jaminan 
perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan 
internasional. 
1. UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa: 
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"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." 

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 
SPPA), mengatur bahwa: 
 Penanganan anak berhadapan dengan hukum wajib mengedepankan pendekatan 

keadilan restoratif (Pasal 6). 
 Penangkapan dan penahanan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi, 

tidak menggunakan kekerasan (Pasal 16). 
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C, 

menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” 

a. Kebutuhan Model Penegakan Hukum Ramah Anak 
Sebagian besar partisipan menyatakan perlunya reformasi penegakan hukum terhadap anak 
dengan model yang lebih edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Hal ini mencakup 
pelatihan aparat tentang pendekatan psikososial, penyediaan unit layanan ramah anak, serta 
mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan. 
 

Tabel 2. Rekomendasi Partisipan terhadap Penegakan Hukum Ramah Anak 

Rekomendasi Utama Jumlah Partisipan (n=15) Presentase (%) 

Pelatihan aparat tentang perlindungan anak 12 80% 

SOP khusus penanganan ABH 10 66,7% 

Pelibatan keluarga dan sekolah 11 73,3% 

Unit layanan pendampingan psikologis 13 86,7% 

 
Rekomendasi ini sejalan dengan pendekatan trauma-informed justice system, yang 

menekankan bahwa anak pelaku tidak boleh mengalami kembali trauma selama proses hukum 
berlangsung (Perry & Szalavitz, 2017). Selain itu, studi UNICEF (2020) menyatakan bahwa 
negara-negara dengan sistem hukum yang efektif terhadap ABH umumnya memiliki unit 
khusus, SOP terstandar, dan intervensi berbasis komunitas. 
 
Sintesis Pembahasan 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan serius antara 
kerangka hukum normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan realitas praktik di lapangan. Meskipun regulasi 
telah secara tegas menjamin prinsip perlindungan anak, temuan lapangan mengungkapkan 
bahwa anak-anak pelaku tindak pidana masih rentan mengalami kekerasan sejak tahap awal 
proses hukum, khususnya saat penangkapan. 

Bukti keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktik kekerasan diperoleh 
dari wawancara mendalam dengan beberapa anak yang menjadi korban serta dokumentasi 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lokal, yang mencatat sejumlah laporan kekerasan fisik seperti 
tamparan, pemukulan, hingga perlakuan merendahkan martabat anak. Salah satu narasumber, 
remaja laki-laki berusia 15 tahun, mengaku diseret dari rumahnya tanpa surat penangkapan 
dan mengalami pemukulan di bagian wajah oleh oknum aparat karena dianggap “melawan”. 
Temuan ini diperkuat oleh laporan tahunan Komnas HAM (2023), yang mencatat bahwa dari 
total 136 aduan terkait pelanggaran hak anak oleh aparat, 42% terjadi dalam konteks proses 
penegakan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Praktik-praktik 
tersebut tidak hanya melanggar asas due process of law, tetapi juga mencederai prinsip non-
violence dalam keadilan anak (juvenile justice), yang menekankan bahwa semua tindakan 
terhadap anak harus bebas dari kekerasan dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan 
pembalasan (Zehr, 2002; Lansdown, 2011). Kekerasan dalam proses hukum berisiko 
menciptakan trauma berulang (retraumatisasi) yang memperburuk kondisi psikologis anak. 



   

JURNAL SAINTIFIK (Multi Science Journal), Vol.21 No. 3 September2023 page: 145–152 | 151  

Hal ini sejalan dengan temuan Perry dan Szalavitz (2017) yang menjelaskan bahwa 
pengalaman kekerasan oleh figur otoritas negara akan menurunkan kepercayaan anak 
terhadap sistem dan memperbesar kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan di masa 
depan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kelembagaan yang tidak hanya bersifat represif 
terhadap oknum pelaku kekerasan, tetapi juga transformatif, melalui pelatihan sistematis bagi 
aparat tentang pendekatan berbasis perlindungan anak, penyusunan SOP ramah anak, serta 
penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan independen. Di sisi kebijakan, negara 
harus memastikan bahwa seluruh lini dalam sistem peradilan pidana anak menginternalisasi 
prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga mewujudkan proses hukum yang adil, manusiawi, 
dan rehabilitatif bagi anak. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara 
kerangka hukum normatif yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan 
pidana dengan praktik aktual di lapangan. Anak pelaku tindak pidana masih 
menghadapi risiko tinggi mengalami kekerasan dari aparat penegak hukum, terutama 
saat proses penangkapan dan interogasi awal. Tindakan kekerasan ini tidak hanya 
bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU 
No. 11 Tahun 2012 dan Konvensi Hak Anak (CRC), tetapi juga berpotensi menciptakan 
dampak psikologis jangka panjang yang merusak proses rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial anak. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya standar operasional 
prosedur (SOP) khusus penanganan anak, minimnya pelatihan aparat, serta lemahnya 
pengawasan internal institusi penegak hukum menjadi faktor utama yang 
memungkinkan kekerasan tersebut terus terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan 
restoratif. 
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